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Abstract
This study aims to examine the effect of fiscal decentralization on 
economic growth and social welfare. Samples of the research were 
districts / cities by province in Indonesia except Jakarta. This research is 
utilizing secondary data from Central Statistics Agency within period 
from 2005 until 2011. Data were analyzed by applying stuctural 
Equation Modeling (SEM) through AMOS program. Results of the 
research indicate that first, fiscal decentralization has negative and 
significant effect on economic growth; second, economic growth has 
positive and significant impact on social  welfare; and third, fiscal 
decentralization has positive and significant impact on social  welfare.
Keywords: fiscal decentralization, economic growth, social welfare.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampel 
penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia 
kecuali DKI Jakarta, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) periode 2005 sampai 2011. Data kemudian dianalisis 
dengan Stuctural Equation Modeling (SEM) melalui program AMOS. 
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa, pertama, desentralisasi fiskal 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, desentralisasi fiskal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci:  desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan 
masyarakat.
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A. PENDAHULUAN
P e r d e b a t a n  t e n t a n g  
desentralisasi mencakup banyak isu. 
Dalam kaitannya dengan manajemen 
makroekonomi menurut Simanjuntak 
(2010), isu-isu kunci yang menonjol 
adalah pengaruh desentralisasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan, inflasi, serta pelayanan 
publik. Sebagian ekonom percaya 
bahwa desentralisasi fiskal mendorong 
p e r t u m b u h a n ,  m e m p e r b a i k i  
pemerataan, dan meningkatkan 
kualitas pelayanan publik serta 
kesejahteraan masyarakat. Sebagian 
lain meyakini bahwa desentralisasi 
mungkin  dapa t  meningka tkan  
akuntabilitas dan efisiensi, meski 
prosesnya cenderung menyulitkan 
m a n a j e m e n  m a k r o e k o n o m i ,  
m e m p e r l a m b a t  p e r t u m b u h a n ,  
meningkatkan ketidakmerataan dan 
ketimpangan, serta memperburuk 
pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat. Kesimpulan bersifat 
ambiguitas itu tak lepas dari ciri 
d e s e n t r a l i s a s i  f i s k a l  y a n g  
multidemensi.
Isu desentralisasi fiskal sebagai 
jalan untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi telah menarik perhatian 
banyak ahli, seperti Oates (1993); Bird 
(1993); Bird, Ebel, dan Wallich (1995); 
Martnez dan McNab (2001); World 
Bank (1997a); Bahl dan Linh (1992); 
dan Gramlich (1993).  Mereka 
m e n y a t a k a n  b a h w a  d e n g a n  
diserahkannya beberapa kewenangan 
kepada pemerintah daerah, diharapkan 
pelayanan masyarakat semakin efisien 
dan pada gilirannya akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga 
dengan tegas dijelaskan oleh beberapa 
penelitian yang dilakukan oleh 
Prud'homme (1995), Peterson (1996), 
Zang  dan  Zao  (1995)  da lam 
penelitiannya di Amerika Serikat, 
Phillips dan Woller (1997) dan Davodi 
dan Zao (1998) untuk kasus di negara 
maju Zang dan Zao (2001) dalam 
penelitiannya di India, menyimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah. Di 
Indonesia hal ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Wibowo (2008). 
Namun demikian, World Bank 
(1997a), Martinez dan McNab (2001) 
mengingatkan bahwa desentralisasi 
fiskal dapat juga berdampak negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Desentralisasi fiskal dapat mendorong 
ke arah ketidakstabilan ekonomi 
makro, yang pada gilirannya akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi, 
sebab desentralisasi fiskal dapat 
mengurangi pengeluaran pemerintah 
dan pajak yang berbasis pada 
pemer in tah  pusa t  yang dapat  
digunakan untuk melakukan fungsi 
stabilitasi. Kemudian juga dengan 
tegas mengenai pengaruh negatif 
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana 
dijelaskan oleh beberapa penelitian di 
antaranya, Phillips dan Woller (1997) 
dan Davodi dan Zao (1998) untuk kasus 
di negara-negara berkembang, serta 
Zang  dan  Zao  (2001)  da lam 
penelitiannya di China.  Di Indonesia 
hal ini juga konsisten dengan penelitian 
Swasono (dalam Simanjuntak, 2010).
Dalam kaitannya mengenai 
pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 
kesejahteraan masyarakat, berdasarkan 
penelitian yang dilakukan Lindahman 
dan Thurmaier (2002) menemukan 
b a h w a  d e s e n t r a l i s a s i  f i s k a l  
be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap  
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kesejahteraan masyarakat (pencapaian 
kebutuhan dasar bagi masyarakat). Hal 
ini sesuai dengan argumentasi di mana 
desentralisasi fiskal akan membuat 
pemerintah daerah lebih mengetahui 
apa yang menjadi keinginan dan 
kebutuhan masyarakatnya. Namun, 
walaupun desentralisasi fiskal dapat 
m e n i n g k a t k a n  k e s e j a h t e r a a n  
masyarakat, di sisi lain juga dapat 
menimbulkan konsekuensi yang tidak 
diinginkan, misalnya ketimpangan 
an ta r  daerah ,  ke t idaks tab i l an  
makroekonomi, dan sebagainya.
Berdasarkan hal tersebut, pada 
penelitian ini akan dikaji pengaruh 
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
p e r t u m b u h a n  e k o n o m i  d a n  
kesejahteraan masyarakat yang 
merupakan penggabungan dua isu 
ekonomi-sosial desentralisasi fiskal di 
atas, untuk kasus di Indonesia. 
Kendatipun perdebatan dan manfaat 
dari desentralisasi fiskal di Indonesia 
masih terus berlangsung yang 
cenderung ambigu membawa kita pada 
sejumlah pertanyaan. Sudah tepatkah 
proses desentralisasi di Indonesia? 
Apakah Indonesia sudah on the right 
track? Kini timbul harapan besar 
bahwa desentralisasi fiskal di 
Indonesia akan memberi manfaat 
seperti peningkatan pertumbuhan 
e k o n o m i  d a n  k e s e j a h t e r a a n  
masyarakat. 
B. KERANGKA TEORITIS DAN 
HIPOTESIS
Pengaruh Desentralisasi Fiskal 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa studi menyoroti 
pengalaman negara-negara tertentu 
d a l a m  m e n g i m p l e m e n t a s i k a n  
desentralisasi fiskal mempunyai 
dampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi (lihat Bird dan Vaillancourt, 
2000). Namun, harus diakui juga 
bahwa dasar teoritis yang menjelaskan 
kedua hubungan tersebut saat ini 
sedang dikembangkan dan banyak 
menjadi perdebatan di antara para ahli 
dalam berbagai literatur teoritik dan 
empirik.  
Penel i t ian  Oates  (1993) ,  
Mar t inez  dan  McNab  (2001)  
menghasilkan, desentralisasi fiskal 
dapat mendorong efisiensi ekonomi 
dan secara dinamis akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 
M e r e k a  b e r a r g u m e n  b a h w a  
pengeluaran untuk infrastruktur dan 
sektor sosial akan efektif dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
sua tu  dae rah ,  ka r ena  dae rah  
mengetahui karateristik daerahnya 
mas ing-mas ing .  Jad i  menuru t  
pandangan ini pemerintah daerah 
dipercaya dapat mengalokasikan dana 
kepada sektor ekonomi secara efisien 
daripada dilakukan pemerintah pusat. 
Tetapi, tidak  akan terjadi jika 
desentralisasi fiskal tidak berjalan 
secara efektif (Martinez dan McNab, 
2001).
Sejalan juga dengan penelitian 
tersebut, penelitian Bird (1993), Bird 
dan Wallich (1993), Bahl dan Linh 
(1992), Gramlich (1993), dan Zang dan 
Zou (1998) berargumen bahwa 
desentral isasi  penerimaan dan 
pengeluaran merupakan jalan untuk 
meningkatkan efisiensi di sektor 
publik, mengurangi defisit anggaran, 
dan  mendorong  pe r tumbuhan  
ekonomi. Pendapat ini didasari bahwa 
pemerintah daerah akan lebih tepat 
dalam memenuhi kebutuhan daerah 
daripada pemerintah pusat. Hal yang 
senada juga dihasilkan pada penelitian 
Prud'homme (1995) dan Peterson 
(1996)  yang meyakini  bahwa 
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desentralisasi fiskal dapat berdampak 
positif terhadap pengembangan 
perekonomian daerah di masa 
mendatang. Martinez dan McNab 
(2001) melakukan kajian literatur dan 
b e r a r g u m e n  b a h w a  d a m p a k  
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui  
efisiensi ekonomi. Penelitian yang 
sama juga dilakukan oleh Aschaur 
(1989) dan Barro (1990).
Zhang dan Zao (2001), meneliti 
tentang pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi di 
tingkat provincial yang diaplikasikan 
di China dan India dan menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan negatif 
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi di China, 
sedangkan untuk India, desentralisasi 
fiskal berpengaruh positif terhadap 
pertubuhan ekonomi. Zhang dan Zou 
(1998), juga menemukan bahwa 
semakin tinggi derajat desentralisasi 
fiskal berdampak pada semakin 
rendahnya pertumbuhan ekonomi 
daerah China dalam 15 tahun terakhir.
Berbeda dengan penelitian 
sebelumnya, penelitian Davodi dan 
Zao (1998), Phillips dan Woller (1997), 
menyimpulkan dengan tegas bahwa 
t e r d a p a t  p e n g a r u h  n e g a t i f  
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah untuk 
kasus di negara-negara berkembang, 
sedangkan untuk kasus negara maju 
menunjukkan hasil sebaliknya di mana 
terdapat pengaruh positif. Davodi dan 
Zou (1995), menemukan pengaruh 
positif desentralisasi fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Amerika 
Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh 
Philips dan Woller (1997), menemukan 
hal yang berbeda bahwa desentralisasi 
f iskal  t idak dapat  mendorong 
pertumbuhan ekonomi untuk kasus 
negara-negara maju, sementara itu 
u n t u k  n e g a r a - n e g a r a  s e d a n g  
berkembang mereka gagal untuk 
menjelaskaan dampak desentralisasi 
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut World Bank (1997b), 
desentralisasi fiskal dapat mendorong 
pe r tumbuhan  ekonomi  seca ra  
langsung. Ada tiga mekanisme dampak 
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi. Argumentasi 
p e r t a m a  m e n g a t a k a n  b a h w a  
d e s e n t r a l i s a s i  f i s k a l  a k a n  
meningkatkan efisiensi ekonomi di 
sektor pengeluaran pemerintah, jadi 
efek dinamis ini akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 
itu, ada hubungan positif antara 
d e s e n t r a l i s a s i  f i s k a l  d e n g a n  
pertumbuhan ekonomi. Argumentasi 
kedua, bahwa desentralisasi akan 
m e n y e b a b k a n  i n s t a b i l i t a s  
makroekonomi,  sehingga akan 
menggangu pertumbuhan ekonomi. 
Dengan demikian terdapat hubungan 
negatif antara desentralisasi fiskal 
dengan pertumbuhan ekonomi. Dan 
argumentasi ketiga, mengatakan bahwa 
dampak desentralisasi fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi akan berbeda 
dengan negara maju dan berkembang. 
Bagi negara berkembang keuntungan-
keuntungan dari desentralisasi ini tidak 
begitu dirasakan. Pendapat ini didasari 
karena kelembagaan di negara 
berkembang tidak memberikan intensif 
kepada pemerintah daerah untuk 
menggunakan informasi berkaitan 
dengan konstituennya. Pemimpin 
mungkin ditunjuk berdasarkan 
kekuasaannya. Alasan lain adalah 
bahwa pemerintah daerah di negara 
berkembang mungkin tidak memiliki 
sumber daya ekonomi yang cukup dan 
lemahnya skill sumber daya manusia 
dalam mengelola anggaran.
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World Bank (1997a), Martinez 
dan McNab (2001), kemudian juga 
mengingatkan bahwa desentralisasi 
fiskal dapat berdampak negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t .  
Desentralisasi fiskal dapat mendorong 
ke arah ketidakstabilan ekonomi 
makro, yang pada gilirannya akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi, 
sebab desentralisasi fiskal dapat 
mengurangi pengeluaran pemerintah 
dan pajak yang berbasis pada 
pemer in tah  pusa t  yang dapat  
digunakan untuk melakukan  fungsi 
stabilitas.
D i  I n d o n e s i a ,  p e n g a r u h  
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan 
o l e h  b e b e r a p a  p e n e l i t i a n .  
Brodjonegoro (2006), misalnya, 
menegaskan bahwa dalam lima tahun 
pertama pelaksanaan desentralisasi 
fiskal, sulit untuk disimpulkan apakah 
desentralisasi berdampak langsung 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Penyebabnya adalah, selama periode 
tersebut, terjadi pemulihan ekonomi 
yang kemungkinan besar disebabkan 
oleh stabilitas makroekonomi nasional. 
Indikasi lain yang terlihat cukup jelas 
adalah bahwa kawasan Indonesia 
Bagian Barat (IBB) tumbuh lebih cepat 
disbanding Indonesia Bagian Timur 
(IBT), meski perekonomian Sulawesi 
Selatan mengalami pertumbuhan 
tercepat. Juga ada indikasi kesenjangan 
fiskal antardaerah memasuki era 
desentralisasi tampak kian memburuk, 
meski ini sudah dicoba dinetralisasi 
dengan adanya Dana Alokasi Umum 
(DAU) pada tahun-tahun berikutnya.
Penelitian Swasono (dalam 
Simanjuntak, 2010) yang mengaitkan 
hubungan antara desentralisasi fiskal 
dan pertumbuhan ekonomi daerah juga 
m e m e m u k a n  f a k t a  m e n a r i k .  
M e n u r u t n y a ,  d e s e n t r a l i s a s i  
penerimaan ternyata cenderung 
b e r d a m p a k  n e g a t i f  t e r h a d a p  
pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut 
mencakup periode 15 tahun ini, yakni 
10 tahun sebelum pelaksanaan dan 5 
tahun di dalam era desentraliasasi, 
cukup valid untuk mengukur ex post-
impact. Dia menambahkan bahwa 
karena desentralisasi itu sesuatu yang 
dinamis, maka 10 tahun ke depan 
dampaknya bisa sangat berbeda. Selain 
itu, desentralisasi menyangkut banyak 
aspek yang masing-masing memiliki 
karateristik dan kebutuhan berbeda 
untuk mendukung dampak positifnya. 
Berbeda dengan Brodjonegoro 
(2006) dan Penelitian Swasono (dalam 
Simanjuntak, 2010), penelitian 
Wibowo (2008) dengan menggunakan 
estimasi panel fixed effect, hasil 
penelitian ini menegaskan bahwa 
desentralisasi fiskal di Indonesia secara 
umum memberikan pengaruh positif 
terhadap pembangunan daerah selama 
periode 1999-2004. Hasil penelitian 
juga memperlihatkan bahwa era baru 
desentralisasi fiskal yang diluncurkan 
sejak tahun 2001 ternyata memberikan 
dampak yang relatif lebih baik terhadap 
pembangunan daerah dibandingkan 
dengan rezim desentralisasi fiskal 
sebelumnya. Hal ini kemudian juga 
diperkuat oleh pendapat Simanjuntak 
(2010) yang menegaskan bahwa potret 
perekonomian nasional dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang 
cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun memang sejalan dengan 
p e n i n g k a t a n  s u m b e r - s u m b e r  
p e n d a n a a n  d a e r a h ,  k a r e n a  
desentralisasi fiskal.
Pada penelitian ini justifikasi 
yang peneliti ambil adalah bahwa  
desentralisasi fiskal dapat mendorong  
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efisiensi dan efektifitas ekonomi serta 
secara dinamis akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
dalam artian desentralisasi fiskal 
be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap  
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana 
dijelaskan dalam beberapa penelitian 
diantaranya: Aschaur (1989), Barro 
(1990), Bahl dan Linh (1992), Bird 
(1993), Bird dan Wallich (1993), Oates 
(1993), Gramlich (1993), Prud'homme  
(1995), Peterson (1996), World Bank 
(1997b), Zang da Zou (1998), Bird dan 
Vaillancourt (2000), Martinez dan 
McNab (2001), serta penelitian di 
Indonesia seperti penelitian Wibowo 
(2008) dan Siamanjuntak (2010) 
memberikan kesimpulan bahwa 
desentralisasi fiskal berpengaruh 
pos i t i f  te rhadap per tumbuhan 
ekonomi. Kemudian dirumuskanlah 
hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh 
posi t i f  terhadap pertumbuhan 
ekonomi.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 
T e r h a d a p  K e s e j a h t e r a a n  
Masyarakat
Tujuan akhir dari kebijakan dan 
k e g i a t a n  e k o n o m i  a d a l a h  
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, 
yang berarti implementasi kebijakan 
dan  perluasan kegiatan ekonomi 
adalah satu-satunya cara untuk 
meningkatkan penghasilan anggota 
masyarakat dan membuka lapangan 
kerja baru. Sementara itu, menurut 
Boediono (2009: 29), stabilitas 
ekonomi adalah satu-satunya cara 
untuk melindungi agar penghasilan 
masyarakat yang kita upayakan 
meningkat tidak digerogoti oleh 
keanikan harga. Pertumbuhan ekonomi 
dan stabilitas ekonomi besama-sama 
a d a l a h  k u n c i  p e n i n g k a t a n  
kesejahteraan masyarakat.
H u b u n g a n  p e r t u m b u h a n  
ekonomi  dengan kese jaht raan  
masyarakat kemudian juga didukung 
dengan hipotesis "trickle down effect" 
(dampak merembes ke bawah) yang 
melekat pada "growth paradigm" yang 
menyebutkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang cepat akan menetes ke 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t  
(pembangunan manusia) (l ihat 
Kuncoro, 2004: 116). Bhalla (1994) 
membawa perspektif lain yang 
menghubungkan antara demokrasi, 
p e r t u m b u h a n  e k o n o m i ,  d a n  
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t  
( p e m b a n g u n a n  m a n u s i a ) .  I a  
menemukan  penga ruh  pos i t i f  
demokrasi terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Menurutnya, sebuah rezim 
d e m o k r a t i k  c e n d e r u n g  l e b i h  
melindungi property dan hak kontrak 
yang sangat penting untuk berjalannya 
mekanisme pasar yang didorong oleh 
sektor swasta. Menurut Kuncoro 
(2004: 117) walaupun Bhalla tidak 
secara langsung meneliti hubungan 
antara pertumbuhan ekonomi dan 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t  
(pembangunan manusia) dengan 
membalik sebab akibat, penemuannya 
mengimplikasikan hipotesis "trickle 
down effect" terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Perhatiannya adalah pada 
daya tahan demokrasi.  Ketika 
demokrasi berjalan dengan baik, 
pertumbuhan ekonomi akan berjalan 
dengan cepat dan akan menetes pada 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t  
(pembangunan manusia).
D a l a m  p e r s p e k t i f  
makroekonomi hubungan tersebut 
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dijelaskan oleh Mankiw (2007: 536-
537) dengan menyatakan bahwa, 
"Dalam jangka panjang, kapasitas 
negara untuk memproduksi barang dan 
jasa menentukan standar hidup 
penduduknya." Mankiw menjelaskan 
salah satu ukuran kesejahteraan 
ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil 
mengukur output barang serta jasa total 
perekonomian dan karena itu,  
kemampuan negara untuk memenuhi 
kebutuhan dan keinginan para 
penduduknya. Negara dengan PDB 
lebih tinggi memiliki hampir segalanya 
lebih baik: rumah-rumah yang lebih 
besar, lebih banyak mobil, lebih banyak 
penduduk melek huruf, perawatan 
kesehatan yang lebih baik, harapan 
hidup yang lebih panjang, dan lebih 
banyak koneksi internet.   
Berbeda dengan hipotesis 
"trickle down effect", Barro (1991) 
menemukan hubungan sebab akibat 
antara tingkat kematian bayi dan 
pendidikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi yang juga sejalan dengan teori 
"human capital". Dengan menyusun 
hubungan tersebut, Barro (1991) 
menolak hipotesis "trickle down effect" 
yang menyatakan bahwa kesejahteraan 
masyarakat (pembangunan manusia) 
hanya  dapa t  d i capa i  me la lu i  
pertumbuhan ekonomi yang cepat.
B e r d a s a r k a n  p e n j e l a s a n  
tersebut, maka dirumuskan hipotesis 
penelitian sebagai berikut: 
H 2 :  P e r t u m b u h a n  e k o n o m i  
berpengaruh pos i t i f  t erhadap 
kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal 
T e r h a d a p  K e s e j a h t e r a a n  
Masyarakat
Lindahman dan Thurmaier 
(2002) meneliti tentang dampak 
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
kesejahteraan masyarakat yang diukur 
dari pencapaian masyarakat atas 
kebutuhan dasar (basic needs), yaitu 
pendidikan yang lebih baik dan 
penduduk yang sehat.  Mereka 
menggunakan variabel desentralisasi 
penerimaan dan pengeluaran untuk 
melihat variabel desentralisasi dan 
human development index untuk 
melihat basic needs. Hasil kajian 
e m p i r i k  m e n e m u k a n  b a h w a  
desentralisasi fiskal berpengaruh 
positif terhadap pencapaian kebutuhan 
dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan  a rgumentas i  d i  mana  
desentralisasi fiskal akan membuat 
pemerintah daerah lebih mengetahui 
apa yang menjadi keinginan dan 
kebutuhan masyarakatnya. Namun, 
walaupun desentralisasi fiskal dapat 
m e n i n g k a t k a n  k e s e j a h t e r a a n  
masyarakat, di sisi lain juga dapat 
menimbulkan konsekuensi yang tidak 
diinginkan, misalnya ketimpangan 
an ta r  daerah ,  ke t idaks tab i l an  
makroekonomi, dan sebagainya.
Di Indonesia, penelitian yang 
menjelaskan pengaruh desentralisasi 
f i ska l  te rhadap  kese jah teraan  
masyarakat diantaranya Hirawan 
(2005) menyatakan bahwa Indonesia 
mengalami perbaikan cukup signifikan 
dalam berbagai aspek di era otonomi 
daerah. Di bidang pendidikan, 
misalnya, dorongan pemerintah pusat 
untuk membangun sekolah-sekolah di 
setiap daerah telah meningkatkan 
tingkat pendaftaran (enrollment rate) 
cukup tinggi. Berbagai indikator di 
bidang kesehatan masyarakat juga 
menunjukkan adanya perbaikan 
/peningkatan selama beberapa tahun 
terakhir; belanja publik secara riil 
untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 
naik hampir 100%. Juga Simanjuntak 
Jurnal Borneo Administrator / Volume 9 / No. 1 / 2013102
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Bambang Saputra
(2010) menegaskan bahwa potret 
perekonomian nasional dan tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang 
cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun memang sejalan dengan 
p e n i n g k a t a n  s u m b e r - s u m b e r  
p e n d a n a a n  d a e r a h ,  k a r e n a  
desentralisasi fiskal.
Berdasarkan hal tersebut, maka 
dirumuskan hipotesis penelitian 
sebagai berikut:
H3: Desentralisasi fiskal berpengaruh 




Jenis penelitian ini merupakan 
peneli t ian explanation  dengan 
hypotheses testing, yang bertujuan 
menguji model hipotetik. 
Populas i ,  Sampel  dan  Data  
Penelitian
Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh kabupaten/kota di 
Indones ia .  Sampelnya  ada lah  
kabupaten/kota berdasarkan provinsi di 
Indonesia kecuali DKI Jakarta. 
Pengecualian tersebut dilakukan 
karena wilayah kota dan kabupaten di 
DKI Jakarta bukan merupakan daerah 
otonomi. Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) wilayah kota 
dan kabupaten di DKI Jakarta sudah 
tercakup dalam daftar keuangan 
pemerintah provinsi. 
Data penelitian ini merupakan 
data sekunder dengan menggunakan 
bentuk pooled data pada periode 
pengamatan tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2011, yaitu: 
a. Data realisasi pendapatan dan 
p e n g e l u a r a n  ( A P B D )  
kabupatan/kota  berdasarkan 
provinsi;
b. Data pertumbuhan ekonomi 
provinsi; dan
c. Data kesejahteraan masyarakat 
yang menggunakan proksi Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
provinsi.
Data tersebut diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS).
Definisi dan Pengukuran Variabel 
Penelitian
a. Desentralisasi Fiskal
Dalam studi ini, desentralisasi fiskal 
diproksi dengan rasio antara 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
ditambah bagi hasil pajak dan bukan 
pajak dengan realisasi pengeluaran 
total pemerintah provinsi dalam 
satuan persen. 
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah 
perubahan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) per tahun 
menurut harga konstan tahun 2000, 
yang dinyatakan dalam satuan 
persen.
c. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat adalah 
tingkat layak hidup masyarakat 
yang diindikasikan oleh kondisi 
ekonomi dan keadaan sosial 
masyarakat. Dalam studi ini 
variabel kesejahteraan masyarakat 
diproksi dengan data Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang 
dikeluarkan oleh Badan Pusat 
Statistik.
Model Penelitian
Penelitian ini menggunakan 
analisis jalur (path analysis), yang 
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dikembangkan  sebagai model 
penelitian untuk mempelajari pengaruh 
secara langsung dan tidak langsung dari 
variabel eksogen terhadap variabel 
endogen. Model persamaan sebagai 
berikut:
Y1 = ?1 X1 + e .................................(1)












Y2b = ?3 X1 + e ............................... (3)
Y2c = ?4 X1 + ?1 Y1+ e ................... (4)
dimana:
X1 adalah desentralisasi fiskal
Y1 adalah pertumbuhan ekonomi
Y2 adalah kesejahteraan masyarakat
e adalah disturbance term
Metode Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis penelitian 
d i lakukan dengan pendekatan  
Structural Equation Model (SEM) 
dengan menggunakan software AMOS. 
Variabel  Koefisien C.R. Prob. Keterangan






-0,125  -2,142 0,021 Signifikan
Desentralisasi Fiskal (X1) 
→ Kesejahteraan 
Masyarakaat (Y2)




0,267 2.487 0,011 Signifikan
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian koefisien jalur  
secara rinci disajikan pada tabel 1 
sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Pengujiaan Koefisien Jalur
Sumber: data diolah (2013)
Pengaruh Desentralisasi Fiskal 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil estimasi 
antara desentralisasi fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi, menunjukkan 
b a h w a  d e s e n t r a l i s a s i  f i s k a l  
berpengaruh negatif (-0,125) terhadap 
pertumbuhan ekonomi atau dapat 
dikatakan bahwa semakin tinggi 
desentralisasi fiskal, semakin rendah 
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pertumbuhan ekonomi. Hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesis   
p e r t a m a  y a n g  m e n y a t a k a n  
"desentralisasi fiskal berpengaruh 
pos i t i f  te rhadap per tumbuhan 
ekonomi" tidak dapat diterima. Hasil 
studi ini tidak mendukung temuan 
empiris diantaranya  Aschaur (1989), 
Barro (1990), Bahl dan Linh (1992), 
Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), 
Oates (1993), Gramlich (1993), 
Prud'homme  (1995), Peterson (1996), 
World Bank (1997b), Zang da Zou 
(1998), Bird dan Vaillancourt (2000), 
Martinez dan McNab (2001), serta 
penelitian di Indonesia seperti 
penelitian Wibowo (2008) dan 
Siamanjuntak (2010). 
N a m u n ,  b e r d a s a r k a n  
pembahasan tinjauan pustaka dan 
kerangka teori sebelumnya, hasil studi 
ini mendukung temuan empiris 
diantaranya: Phillips dan Woller 
(1997), Davodi dan Zao (1998), yang 
menyimpulkan dengan tegas bahwa 
t e r d a p a t  p e n g a r u h  n e g a t i f  
desent ra l i sas i  f i ska l  te rhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah untuk 
kasus di negara-negara berkembang; 
Wo r l d  B a n k  ( 1 9 9 7 b )  d a l a m  
a r g u m e n t a s i n y a  y a n g  k e d u a  
menyebu tkan  bahwa  t e rdapa t  
hubungan negatif desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi; 
Zhang dan Zao (1998),  yang 
menemukkan bahwa semakin tinggi 
derajat desentralisasi fiskal berdampak 
pada semakin rendahnya pertumbuhan 
ekonomi daerah di China dalam 15 
tahun terakhir; dan Zhang dan Zao 
(2001), meyimpulkan bahwa terdapat 
hasil negatif desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi; serta 
penelitian di Indonesia oleh Swasono 
( d a l a m  S i m a n j u n t a k ,  2 0 1 0 ) ,  
menyimpulkan bahwa desentralisasi 
fiskal cenderung berdampak negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil tersebut, 
dapat dijelaskan berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh World Bank 
(1997b) dalam argumentasi kedua dan 
ketiga.  Argumentasi kedua, bahwa 
desentralisasi akan menyebabkan 
instabilitas makroekonomi, sehingga 
akan menggangu pertumbuhan 
ekonomi. Dengan demikian terdapat 
hubungan negatif antara desentralisasi 
fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. 
Dan argumentasi ketiga, mengatakan 
bahwa dampak desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi akan 
berbeda dengan negara maju dan 
berkembang. Bagi negara berkembang 
k e u n t u n g a n - k e u n t u n g a n  d a r i  
desentralisasi ini tidak begitu 
dirasakan. Pendapat ini didasari karena 
kelembagaan di negara berkembang 
tidak memberikan intensif kepada 
p e m e r i n t a h  d a e r a h  u n t u k  
menggunakan informasi berkaitan 
dengan konstituennya. Pemimpin 
mungkin ditunjuk berdasarkan 
kekuasaannya. Alasan lain adalah 
bahwa pemerintah daerah di negara 
berkembang mungkin tidak memiliki 
sumber daya ekonomi yang cukup dan 
lemahnya skill sumber daya manusia 
dalam mengelola anggaran.
Alasan lemahnya pemerintah 
daerah dalam mengelola anggaran 
sehingga menyebabkan pengaruh 
negatif desentralisasi fiskal terhadap 
pertumbuhan ekonomi, menurut 
penulis dapat dipahami oleh komposisi 
realisasi belanja APBD, baik provinsi 
maupun kabupaten/kota pada tabel 6.
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Tabel 2. Perbandingan Jenis Belanja APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota Seluruh Daerah di Indonesia, 2005-2011*
Belanja  













































Lainnya** 43.420.931 40,81 65.474.614 19,97 108.895.545 25,1
Total 106.404.709 100 327.924.065 100 434.328.774 100
Catatan:* = realisasi; ** = bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, pembiayaan daerah, tak terduga, dan lain-lain.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 (diolah)
Pada tabel 2 tersebut menyajikan 
realisasi APBD, baik provinsi dan 
kabupaten/kota untuk tahun 2005-
2011, dirinci berdasarkan empat jenis 
belanja: Belanja Pegawai, Belanja 
Barang, Belanja Modal, dan Belanja 
Lainnya. Dengan asumsi belanja yang 
terkait langsung dengan perbaikan 
indikator pertumbuhan ekonomi adalah 
Belanja Modal, maka gambaran yang 
diberikan oleh tabel tersebut dapat 
memberikan penjelasan. Dalam 
periode tujuh tahun terakhir (2005-
2011) era desentralisasi fiskal, rata-rata 
b e l a n j a  m o d a l  p r o v i n s i  d a n  
kabupaten/kota tidak mencapai 
sepertiga dari keseluruhan pengeluaran 
daerah (22,0%). Jumlahnya jauh di 
bawah Belanja Pegawai yang berada di 
urutan pertama (36,8%). 
Kemudian jika dilihat dari 
perspektif  makroekonomi, terutama 
pengaruh eksternal ekonomi global, 
pengaruh negatif desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 
dapat dikarenakan oleh krisis keuangan 
global pada tahun 2007. Krisis 
keuangan global telah memberikan 
tantangan yang luar biasa bagi 
Indonesia. Keberadaan krisis keuangan 
global tersebut telah menuntut 
k e m a m p u a n  I n d o n e s i a  u n t u k  
meningkatkan daya saingnya dalam 
mempertahankan dan menangkap 
Foreign Direct Invesment (FDI) yang 
semakin terbatas ,  juga dalam 
mempertahankan dan mengembangkan 
keberadaan kegiatan ekonomi lokal.  
Kr i s i s  keuangan  g loba l  akan  
berdampak pada penarikan dana dari 
perusahaan mereka yang terdaftar di 
negara-negara berkembang termasuk 
di Indonesia. Capital outflow ini 
berdampak pada kecenderungan 
meningkatnya suku bunga. Dari sisi 
keseimbangan valas, penurunan 
penawaran dolar ini menyebabkan 
harga dolar naik dan membawa tekanan 
depresiatif terhadap Rupiah di 
Indonesia. Ini tercermin pada dinamika 
keseimbangan eksternal. Dalam proses 
selanjutnya, dampak shock akan 
tersalurkan ke proses aktivitas setiap 
s e k t o r  p a d a  m a s i n g - m a s i n g  
p e r e k o n o m i a n  d a e r a h .  ( l i h a t  
Parewangi, 2009 serta Prasmuko dan 
Anugerah, 2010)
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 
T e r h a d a p  K e s e j a h t e r a a n  
Masyarakat
Berdasarkan hasil estimasi 
antara pertumbuhan ekonomi terhadap 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t ,  
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh positif (0,254) 
terhadap kesejahteraan masyarakat 
atau dapat dikatakan bahwa semakin 
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tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin 
tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini menunjukkan bahwa hipotesis 
kedua yang menyatakan "pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh positif terhadap 
kesejahteraan masyarakat" dapat 
diterima.  Hasil estimasi ini didukung 
oleh data, dimana pertumbuhan 
ekonomi mengalami pertumbuhan  
positif tiap tahunnya seiring dengan 
membaiknya kesejahteraan masyarakat 
yang diproksi dengan IPM.
Hasil studi ini mendukung 
hipotesis "trickle down effect" (dampak 
merembes ke bawah) yang melekat 
pada "growth paradigm"  yang 
menyebutkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi yang cepat akan menetes ke 
kesejahteraan masyarakat, Bhalla 
(1994)  yang  menghubungkan  
demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
kesejahteraan masyarakat,  dan 
Mankiw (2007: 536-537). Senada 
sebagaimana yang disampaikan 
Boediono (2009: 29):
Pertumbuhan ekonomi, yang berarti 
perluasan kegiatan ekonomi, adalah 
satu-satunya cara untuk meningkatkan 
penghasilan anggota masyarakat dan 
membuka lapangan kerja baru. 
Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah 
satu-satuunya cara untuk melindungi 
agar penghasilan masyarakat kita 
upayakan meningkat tidak tergerogoti 
oleh kenaikan harga. Pertumbuhan dan 
stabilitas ekonomi bersama-sama 
adalah kunci peningkatan kesejahteraan 
rakyat. 
H a s i l  i n i  m e n i m b u l k a n  
pertanyaan menarik, bagaimana 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
( p e r t u m b u h a n  P D B ) ,  u n t u k  
p e n i n g k a t a n  k e s e j a h t e r a a n  
masyarakat? Dalam perspektif  
makroekonomi, hal tersebut dapat 
dilihat dengan mengidentifikasi 
determinan PDB jangka panjang. 
Da lam j angka  pan jang ,  PDB 
bergantung pada faktor-faktor produksi 
yang penting, yaitu: modal, tenaga 
kerja, dan teknologi. Pertumbuhan 
ekonomi meningkat ketika faktor-
faktor produksi tersebut meningkat.  
Pemerintah baik pusat maupun daerah 
dapat melakukan berbagai kebijakan 
dengan meningkatkan kapabilitas 
produktif perekonomian tersebut, 
m i s a l n y a  k e b i j a k a n  y a n g  
meningkatkan tabungan nasional atau 
daerah (baik melalui tabungan publik 
dan swasta) untuk menghasilkan 
persediaan modal yang lebih besar; 
kebijakan peningkatan kualitas 
pendidikan untuk meningkatkan 
efisiensi tenaga kerja; serta kebijakan 
untuk terbuka dan memanfaatkan 
seop t imal  mungkin  kemajuan  
teknologi untuk penggunaan modal dan 
tenaga kerja yang lebih produktif. 
Kemudian kebijakan lain yang tidak 
kalah penting yaitu peningkatan 
kualitas institusi nasional atau daerah 
untuk dapat memberantas korupsi, 
meningkatkan akumulasi modal yang 
lebih besar, dan penggunaan sumber 
daya perekonomian yang lebih efisien.      
Pengaruh Desentralisasi Fiskal 
T e r h a d a p  K e s e j a h t e r a a n  
Masyarakat
Berdasarkan hasil estimasi 
antara desentralisasi fiskal terhadap 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t ,  
menunjukkan bahwa desentralisasi 
fiskal berpengaruh positif (0,267) 
terhadap kesejahteraan masyarakat 
atau dapat dikatakan bahwa semakin 
tinggi desentralisasi fiskal, semakin 
tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini menunjukkan bahwa hipotesis 
k e t i g a  y a n g  m e n y a t a k a n  
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"desentralisasi fiskal berpengaruh 
posit if  terhadap kesejahteraan 
masyarakat" dapat diterima. Hasil studi 
ini mendukung teori fiscal federalism 
dan temuan empiris diantaranya 
Lindahman dan Thurmaier (2002), 
serta penelitian yang dilakukan di 
Indonesia seperti Soesilowati, ed. 
( 2005 ) ,  H i r awan  (2007 )  dan  
Simanjuntak (2010). Hal ini sesuai 
dengan  a rgumentas i  d i  mana  
desentralisasi fiskal akan membuat 
pemerintah daerah lebih mengetahui 
apa yang menjadi keinginan dan 
kebutuhan masyarakatnya.
Pemberian otonomi daerah 
melalui desentralisasi fiskal dan 
kewenangan daerah memberikan 
keleluasaan kepada daerah dalam 
melaksanakan pembangunan daerah 
guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan desentralisasi 
Pemerintah Daerah lebih mengetahui 
apa yang menjadi kebutuhan dan 
keinginan masyarakat lokal (local 
needs and local demand) sehingga 
service delivery semakin responsif dan 
mampu mengantarkan masyarakat 
menjadi lebih sejahtera.    
E. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan 
p e m b a h a s a n  t e r s e b u t  d a p a t  
disimpulkan bahwa desentralisasi 
fiskal mempunyai pengaruh negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, yang 
berarti semakin tinggi desentralisasi 
fiskal, semakin rendah pertumbuhan 
ekonomi; pertumbuhan ekonomi 
be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap  
kesejahteraan masyarakat, yang berarti 
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi 
makin tinggi pula kesejahteraan 
masyarakat; dan desentralisasi fiskal 
be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap  
Kesejahteraan Masyarakat, yang 
berart i  bahwa semakin t inggi   
desentralisasi fiskal makin tinggi pula 
kesejahteraan masyarakat.  
Desentralisasi fiskal yang 
be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap  
kesejahteraan masyarakat tersebut 
telah cukup menjelaskan bahwa 
desentralisasi fiskal di Indonesia on the 
right track. Namun, hasil tersebut 
belum menunjukkan suatu hal yang 
menggembirakan sebab desentralisasi 
fiskal tidak berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, 
sedangkan pertumbuhan ekonomi 
be rpengaruh  pos i t i f  t e rhadap  
kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut 
dikarenakan dalam periode tujuh tahun 
terakhir (2005-2011) era desentralisasi 
fiskal, rata-rata Belanja Modal tidak 
mencapai sepertiga dari keseluruhan 
pengeluaran daerah dan masih dibawah 
belanja pegawai.
Berdasarkan hasil simpulan 
tersebut, implikasi yang dapat 
diperoleh adalah perlunya reevaluasi 
pengelolaan keuangan daerah dalam 
era desentralisasi ini (sebagaimana 
2  juga telah disampaikan Fauzi (2010))
dengan prinsip "efektifitas dan 
efisiensi" tidak lagi "luas, nyata, dan 
bertanggungjawab," dalam artian 
bahwa penyelenggaraan desentralisasi 
bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat. Untuk 
itu berdasarkan hasil pembahasan di 
atas dalam jangka pendek untuk 
2 Menteri  Dalam Negeri (2009-2014), Gamawan Fauzi menjelaskan dalam dialog pada majalah Prisma (Vol. 29, 
Juli 2010), bahwa penyerahan kewenangan tidak lagi berprinsip "luas, nyata, dan bertanggungjawab", tetapi 
efektif dan efisien. ... Jadi, UU No. 32/ 2004 akan direvisi dan dimodifikasi dengan pendekatan efisiensi dan 
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memastikan adanya pengaruh positif 
d e s e n t r a l i s a s i  f i s k a l  d e n g a n  
p e r t u m b u h a n  e k o n o m i  d a n   
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
adalah dengan melakukan efisiensi 
pengeluaran daerah yang berkaitan 
dengan  Belan ja  Pegawai  dan  
mengefektifkannya untuk Belanja 
3Modal.  Atau dengan kata lain 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
D a e r a h  h a r u s  l e b i h  s e r i u s  
mengupayakan bagaimana agar pola 
belanja daerah bisa efektif dalam 
mendorong perekonomian daerah.   
Hal lain yang dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah adalah optimalisasi 
perencanaan APBD dan menghindari 
keterlambatan penyusunan APBD yang 
sering terjadi untuk percepatan 
bergulirnya roda perekonomian daerah.
K e m u d i a n  u n t u k  j a n g k a  
panjang, dikarenakan desentralisasi 
merupakan fenomena multidimensi 
dan multifaceted (banyak segi), maka 
desain dan perencanaan dari langkah-
langkah pelaksanaannya harus ada dan 
dibuat secara cermat. Terutama untuk 
Indonesia yang telah satu dasawarsa 
pelaksanaan desentralisasi. Perlu ada 
semacam grand design yang harus 
diacu oleh para pemangku kepentingan 
dalam setiap langkah dan tindakan. 
Menurut Simanjuntak (2010), kita 
tidak boleh menganggap desentralisasi 
di Indonesia sudah akan selesai dengan 
keluarnya PP No. 38/2007, dan sedang 
direvisinya UU No. 32 dan (menyusul) 
UU No. 33 Tahun 2004. Dari kacamata 
pembangunan ekonomi, pekerjaan 
yang lebih penting masih menanti, 
yakni bagaimana mengupayakan 
Pemerintah Daerah yang sudah lebih 
mandiri itu mampu menyejahterakan 
sekaligus menjamin hak-hak politik 
masyarakat  lokal .  Mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi dan kemudian mentransformas-
ikannya dalam bentuk penciptaan  
lapangan kerja baru yang akan 
memperbaiki pendapatan masyarakat 
merupakan tugas pokok pemeritah 
daerah di Indonesia. Ini berarti, di masa 
depan, perlu dilakukan desentralisasi 
ekonomi (economic decentralization) 
sebagai langkah lanjutan desentralisasi 
fiskal (Simanjuntak, 2010).
Untuk penelitian berikutnya 
dapat menggunakan indikator politik, 
dan/atau menambahkan indikator 
sosial-ekonominya. Sebagai contoh 
indikator politik dapat menggunakan 
tingkat partisipasi politik masyarakat 
dan indek persepsi korupsi (IPK), 
indikator sosial dapat menggunakan 
indek kemiskinan dan indek pelayanan 
publik; dan indikator ekonomi dapat 
menggunakan pertumbuhan APBD dan 
PDRB Per Kapita.  Kemudian dapat 
juga diteliti berdasarkan peristiwa-
peristiwa tertentu baik secara global 
maupun nasional, sebagai contoh pada 
saat krisis keuangan global dan 
pemilihan umum. 
3 Misalnya, Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya akan 
menciptakan suatu lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan daya beli 
masyarakat dan juga menampung tenaga kerja yang menganggur akibat efisiensi yang dilakukan beberapa 
perusahaan. Pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi. 
Mengefisiensikan pengeluaran daerah untuk diefektifkan pada Belanja Modal akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan memperkuat fundamental ekonomi daerah, sehingga daerah dapat terhindar dari dampak 
eksternal, misalnya krisis keuangan global.    
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